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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat 

pemerintah desa Nglarangan khususnya dalam pemanfaatan Dana Desa untuk 

pengentasan masalah kemiskinan di sana. Berdasarkan analisis hasil wawancara 

dan data yang terkumpul, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Aparat pemerintah desa Nglarangan sudah memanfaatan Dana Desa 

secara optimal terutama dalam rangka mengatasi pengentasan 

kemiskinan yang terjadi dengan berdasarkan prinsip transaparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi.  

2. Pemanfaatan Dana Desa oleh aparat pemerintah desa Nglarangan 

telah sejalan dengan tujuan adanya Dana Desa; yaitu meningkatkan 

pendapatan desa, masyarakat desa, dan menanggulangi kemiskinan.  

3. Aparat pemerintah desa Nglarangan yang paling berperan atau 

memiliki peran paling penting dalam pemanfaatan Dana Desa, 

khusunya untuk mengentaskan kemiskian adalah aktor key players 

yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa selaku Kaur 

Keuangan, dan Pendamping Desa.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki kendala sebagai berikut: 

1. Adanya keterbatasan waktu dari aparat pemerintah desa serta lokasi 

penelitian yang cukup jauh sehingga wawancara dilakukan secara 
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berkelompok dan sulit untuk melakukan wawancara ulang secara 

langsung. 

2. Karena wawancara dilakukan secara berkelompok maka berdampak 

pada jawaban yang disampaikan informan kurang terbuka dan 

cenderung mengikuti jawaban satu sama lain sehingga peneliti harus 

mengulang-ulang pertanyaan yang sama.  

5.3. Saran 

Berdasarkan analisis peran aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan 

Dana Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Nglarangan, untuk 

tercapainya tujuan menjadi desa yang berkualitas, mandiri, dan sejatera harus ada 

peningkatan dalam beberapa hal. Adapaun rekomendasi atau saran dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Diharapkan aparat pemerintah desa Nglarangan agar dapat terus 

mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM 

aparat pemerintah desa khusunya dalam pengelolaan Dana Desa agar 

semakin mewujudkan konsep transaparansi, akuntabiltas, dan 

partisipasi.   

2. Dalam hal pengawasan agar bisa lebih ditingkatkan efektivitasnya 

untuk mencegah adanya korupsi Dana Desa, mengingat jumlah Dana 

Desa yang diberikan sangat besar untuk setiap tahunnya.  

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terkait 

dengan peran aparat pemerintah desa dalam mengentaskan 

kemiskinan secara kuantitatif untuk mendapatkan hasil empiris yang 
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lebih luas mengenai pengaruh aktor dalam mengentaskan kemiskinan 

melalui pemanfaatan Dana Desa.  
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